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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
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5.1.2

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batusangkar
dalam memutus perkara nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan
Putusan nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk, secara prosedural telah
memutus perkara dengan tepat dalam kedua putusan, dengan
berpedoman pada hukum acara dan hukum materil yang berlaku.
Hakim menegaskan keabsahan akad murabahah berdasarkan
rukun dan syarat yang telah terpenuhi, serta membuktikan
wanprestasi tergugat melalui alat bukti yang sah. Mekanisme
gugatan sederhana diterapkan sesuai PERMA No. 2 Tahun 2015 jo
PERMA no. 4 tahun 2019 , sehingga proses peradilan berjalan
cepat, dan sederhana.

Penerapan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah)
terhadap sita jaminan yang tidak dapat terlaksana telah terpenuhi
secara prosedural, karena hakim telah memberikan pengakuan
hukum atas wanprestasi tergugat dan menetapkan kewajiban
pembayaran kepada penggugat. Namun, ketidaklaksanaan sita
jaminan mengindikasikan bahwa perlindungan hak penggugat
belum sepenuhnya optimal secara substantif. Dalam konteks
jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999, objek jaminan tetap berada dalam penguasaan
debitur sehingga keberhasilan pelaksanaan sita sangat bergantung
pada itikad baik debitur. Di samping faktor tersebut, kurangnya
perumusan alternatif tuntutan hukum oleh penggugat dalam
petitum, seperti permohonan sita terhadap harta lain milik
tergugat atau permohonan upaya hukum eksekutorial yang lebih
komprehensif, turut mempengaruhi keterbatasan realisasi

perlindungan hak secara maksimal.
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5.2 SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Hakim Pengadilan Agama, disarankan agar dalam
mempertimbangkan permohonan sita jaminan, hakim tidak hanya
melihat aspek prosedur, tetapi juga memperhatikan indikasi itikad
buruk (su’ al-niyyah) tergugat, seperti ketidakhadiran di
persidangan (verstek) dan hilangnya objek jaminan. Pertimbangan
tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerapkan sanksi atau
tindakan hukum yang lebih tegas, sesuai dengan prinsip keadilan
dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

5.2.2 Bagi Lembaga Keuangan Syariah (Penggugat), perlu meningkatkan
manajemen risiko pra-litigasi, termasuk pemantauan berkala
terhadap objek jaminan dan nasabah. Sebelum mengajukan
gugatan, lembaga disarankan melakukan verifikasi ulang
keberadaan barang jaminan dan mengumpulkan bukti pendukung
yang kuat untuk mengantisipasi kemungkinan penghilangan atau
pengalihan aset oleh nasabah.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan
dengan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor penyebab kegagalan
eksekusi sita jaminan di berbagai pengadilan agama, serta
mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih
efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan
pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, diharapkan kedepannya penyelesaian sengketa
ekonomi syariah tidak hanya mengedepankan kepatuhan prosedur, tetapi
juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi semua

pihak yang berperkara.
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